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ABSTRAK 

Pajak dan zakat merupakan istilah yang berbeda, istilah pajak lahir dari 

konsep negara, sedangkan zakat lahir dalam hal tertentu terdapat persamaan sehingga 

muncul pertanyaan apakah kedudukan pajak itu sama dengan zakat? Pertanyaan 

inilah yang menjadi kajian para tokoh tokoh ulama’ di antaranya Masdar Farid 

Mas’udi dan Didin Hafidhuddin. Dalam hal keterwakilan pajak dan zakat, Masdar 

berpendapat bahwa pajak dapat menggantikan pajak sedangkan pendapat Didin 

Hafidhuddin pajak tidak dapat menggantikan kedudukan zakat, pajak dan zakat harus 

dipisahkan karena keduanya berbeda. 

Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji apa yang melatarbelakangi pandangan Masdar Farid Mas’udi  dan Didin 

Hafidhuddin tentang pajak dan zakat, serta apa persamaan dan perbedaan kedua 

tokoh tentang hubungan pajak dan zakat. 

Untuk melakukan kajian ini digunakan pendekatan Normatif Historis yaitu 

suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran 

dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada 

diletakkan pada spektrum yang lebih luas. Selain itu menggunakan analisis 

komparatif untuk mengetahui kevalidan kedua argumen yang dipakai. Metode 

intepretatif yaitu memberi tafsiran yang tertumpu pada evidensi ojektif untuk 

mencapai kebenaran objektif. Sedangkan yang dipakai ialah menggunakan 

pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pajak dan 

zakat dan bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah 

wacana keintelektualan.kemudian berubah dapat diketahui cara pandang masing-

masing dalam menentukan kesimpulan. 

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap adanya kesamaan baik dalam 

bahasa dan ungkapan dan istilah sebagaimana pandangan Masdar Farid dan Didin 

Hafidhuddin akhirnya penyusun dapat memberi kesimpulan  bahwa pajak dan zakat 

mempunyai persamaan yaitu sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan dengan 

penuh kesadaran oleh setiap individu yang sudah memenuhi persaratan dan di sisi 

lain pajak dan zakat mempunyai perbedaan yaitu dari segi pengelolaan, pembayaran 

dan dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya pajak dan zakat merupakan suatu 

kewajiban yang harus ditunaikan. 

Pemikiran Masdar Farid yang bercorak populis yang terbukti dalam setiap 

pemikirannya membela kaum lemah. Dia berpendapat bahwa pajak adalah zakat dan 

sebaliknya zakat adalah pajak. Menurtnya bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran 

yang satu, keduanya merupakan sutu kewajiban. Sedangkan pemikiran Didin lebih 

pada teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh zakat dan pajak. Dia berpendapat 

bahwa zakat dan pajak harus dipisahkan karena keduanya berbeda. Zakat adalah 

kewajiban kepada Allah SWT sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara 

terhadap negaranya. 
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MOTTO 

 

 

هنالاهناكهاان المشي على الصراط حقيقة انما هو  
 

Sesungguhnya berjalan di atas ash-shiroth al-Mustaqim 

yang sebenarnya adalah sekarang di dunia ini bukan besok di 

akhirat nanti  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

zai 

sin 

syin 

sad 

dad 

ta’ 

za’ 

‘ain 

tidak dilambangkan 

b 

t 

s| 

j 

h} 

kh 

d 

z| 

r 

z 

s 

sy 

s} 

d} 

t} 

z} 

‘ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
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 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

ً 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wawu 

ha’ 

hamzah 

ya’ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 يتعدّدة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 حكــــًة

 عــهة

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 
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 ’<ditulis Kara>mah al-auliya كساية الأونيبء

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zaka>h al-fit}ri شكبة انفطس

 

D. Vokal Pendek 

 

 َ

 فـعـم

 ِ

 ذكــس

 ُ

 يــرهت

fathah  

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa’ala 

i 

z|ukira 

u 

yaz|habu 

 

E. Vokal panjang 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

fathah + alif 

 جبههية

fathah + ya’ mati 

 تُسي

kasrah + ya’ mati 

 كــسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a> 

ja>hiliyyah 

a> 

tansa> 

i> 

kari>m 

u> 

furu>d} 
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F. Vokal rangkap 

 

1 

 

2 

 

fathah + ya’ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 أأَتى

 أعدت

 نئٍ شكستى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 انقــسأٌ

 انقــيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’a>n 

Al-Qiya>s 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًــبء

 انشـًس

ditulis 

ditulis 

As-Sama>’ 

Asy-Syamsu 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

انفسوضذوى   

 أهم انسُة

ditulis 

ditulis 

Z|awi> al-Furu>d} 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diskusi mengenai hubungan pajak dan zakat nampaknya dimulai sejak 

masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru 

saja berhasil menaklukan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya 

memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah 

bekas wilayah taklukan.
1
 Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang 

ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukan 

dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. 

Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak 

(kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk agama Islam. Inilah kiranya 

yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat. 

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan 

alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak 

menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajah Eropa 

dan hegemoni peradaban Barat, sehingga hukum-hukum syar‟i semakin 

ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. 

Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Wajibkah 

                                                           
1
Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’ dan 

Undang-undang (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2006), hlm. 69. 
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kaum muslimin membayar pajak sementara ia telah membayar pajak, padahal 

sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan 

keyakinan agama. Oleh sebab itu antara pajak dan zakat tidaklah bisa 

dipersamakan, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat 

setelah pajak ataupun sebaliknya.  

Keberadaan zakat sebagai ibadah yang merupakan rukun Islam ketiga, di 

mana orang Islam tidak akan sempurna imannya kecuali dengan menunaikan 

zakat. 
2
 Allah swt. mewajibkan zakat kepada hamba-Nya yang muslim. Kewajiban 

itu diperuntukkan dari hamba kehamba yang lain, di mana seorang pembayar zakat 

akan mendapat pahala dan bagi pembangkangnya akan mendapat dosa. Zakat 

adalah kewajiban ilahiyah yang bersifat kuat dan langsung.
3
 

Dalam Al-Qur‟an zakat digandengkan dengan salat. Zakat diwajibkan 

dalam Al-Qur‟an, Sunnah dan  Ijma‟ Ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-

Qur‟an sebagai berikut ;

 4ٚأل١ّٛا اٌصّلاح ٚآرٛا اٌضّوبح ٚاسوؼٛا ِغ اٌشّاوؼ١ٓ

ّْ صلاره عىٓ ٌُٙ  ًّ ػ١ٍُٙ إ ّٙشُ٘ ٚرضو١ُّٙ ثٙب ٚص  خز ِٓ أِٛاٌُٙ صذلخ رط

 

                                                           
2
Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, penerjemah Zainuddin 

Adnan&Nailul Falah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm.24. 

 
3
Ibid., hlm. 27. 

 
4
Al-Baqarah (2): 43. 

 



3 
 

5ػ١ٍُ ٚاٌٍّٗ ع١ّغ
 

Penentuan permulaan diwajibkannya zakat dalam Islam, terdapat dua 

pendapat yang saling berbeda di antara para Fuqaha: 

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun kedua 

hijriyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Ash 

Shan‟any, Muhammad Al-Khudlari dan Abdul Wahab Khallaf, dengan 

mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Sebelum hijrah ke Madinah, para ulama sepakat bahwa tidak pernah ada 

suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hartawan muslim berupa zakat 

dari hartanya. 

b. Sebelum tahun ke-2 hijriyah, tidak sedikit orang-orang yang tergolong 

kaya maupun miskin, namun ketika itu tidak ada perintah untuk 

mengeluarkan zakat. 

Meskipun awal timbulnya Islam sudah ada anjuran untuk 

mengeluarkan infak, namun infak itu tidak termasuk zakat karena kadarnya 

tidak ditentukan, kecuali hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infak.
6
 

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan 

kewajiban salat sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Pendapat 

                                                           
5
At-Taubah (9): 103. 

 
6
Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,  cet. 

ke-7 (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 178. 
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ini dikemukakan oleh Syekh Abbas Kaharoh dan Ibnu Katsir, dengan 

mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Ayat-ayat yang mengenai perintah zakat, pada umumnya beriringan dengan 

perintah salat. Karena itu ketika salat diwajibkan, maka zakatpun turut 

diwajibkan. 

b. Di antara sekian banyak ayat mengenai perintah zakat yang beriringan 

dengan perintah salat, terdapat beberapa ayat Makiyyah. Dari kedua 

pendapat tersebut masing-masing benar, hanya perlu dijelaskan kembali 

bahwa memang perintah untuk mengeluarkan zakat sudah ada ketika Nabi 

masih berada di Makkah, tetapi pelaksanaannya baru diwajibkan ketika 

berada di Madinah, dengan menentukan jenis harta benda yang wajib 

dikeluarkan zakatnya kadar nishabnya serta obyek penyalurannya.
7
 

Pada zaman Rasulullah saw. dan Khulafa‟ ar-Rasyidin, zakat hanya 

dikenakan kepada umat Islam saja sedangkan yang non-muslim dikenakan pajak 

(jizyah). Tidak ada penduduk yang dikenakan kewajiban rangkap berupa zakat dan 

pajak. Istilah pajak dalam Islam, baru dikenal pada tahun sembilan Hijriyah 

menurut pendapat yang kuat, meskipun ada pendapat yang lemah mengatakan 

bahwa tahun kedelapan Hijriyah. Ketika Nabi masih hidup, wajib pajak baru 

                                                           
7
 Ibid., hlm.179. 
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terbatas pada orang-orang dzimmi dan Ahl al-Kita>b yang ditaklukkan dalam 

peperangan.
8
  

Masdar Farid Mas„udi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Agama 

Keadilan: Risalah zakat (pajak) dalam Islam”, zakat bukanlah ajaran kelembagaan, 

melainkan ajaran keruhanian dan moral tentang tanggung jawab negara dan orang-

orang yang berada untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan semesta dengan 

prioritas pihak yang paling tidak berdaya (kaum du‘afa). Tesis Masdar bahwa 

“zakat adalah pajak” atau “pajak adalah “zakat” ini merupakan antitesis dari 

formulasi fiqh lama yang menyatakan bahwa zakat adalah zakat, pajak adalah 

pajak. Keduanya berbeda satu sama lain: zakat adalah lembaga excellent di 

samping pajak. 

Menurut Masdar secara eksplisit dan harfiah bahwa “zakat sama dengan 

pajak” karena baginya zakat itu konsep spiritual dan moral. Sementara pajak 

adalah material dan kelembagaan. Dalam bahasa Masdar zakat itu ruhnya, pajak 

itu badanya, ia menganalogikan seperti dalam Al-Qur‟an ketika berbicara soal 

spirit yang jadi urusan personel (muzakki), kata-kata yang dipakai adalah “zakat”. 

Tapi, ketika ia berbicara soal meterinya (kini, dalam wujud uang), yang dipungut 

oleh pemerintah sebagai amil yang mengelolanya, tema yang dipakai adalah 

“sedekah”. 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 182. 
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Kiranya dapat dipahami bahwa hubungan antara “zakat” sebagai konsep 

keagamaan (keruhanian), disatu pihak dan “pajak” sebagai konsep keduniawian, 

dilain pihak sama sekali  bukanlah hubungan dualisme yang dikotomistis 

melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis.
9
 Zakat bukanlah sesuatu yang 

harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan “pajak”, 

melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana 

disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. 

Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat tidak bisa 

disamakan dengan pajak karena konteks masing-masing berbeda. Zakat 

diwajibkan dalam statusnya sebagai muslim dan pajak dikenakan sebagai 

statusnya sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban pajak tidak bisa 

menggugurkan kewajiban zakat, demikian juga sebaliknya. Di samping itu, dasar 

perhitungan dan mekanisme masing-masing berbeda walaupun dalam berbagai 

segi juga terdapat persamaan. Namun menurut Abu> H}anifah, tanah yang terkena 

pajak tidak terkena zakat, sekalipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dibeli 

oleh orang muslim.
10

 

Dalam masalah pengelolaan zakat (pajak) menurut Masdar 

negara/pemerintah sebagai pihak yang paling layak menangani zakat. 

                                                           
9
Masdar Farid Mas„udi,  Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, cet. ke-3 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 117. 

 
10

Sayyid Sa>biq, Fiqh Sunnah, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. ke-12 (Bandung: PT. Al-

Ma„arif, 1978), III: 64. 
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Sebagaimana diketahui, soal keadilan dan kesejahteraan sosial adalah persoalan 

struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa keterlibatan negara. 

Selain memiliki kesenangan formal yang mengikat, negara mampu menjangkau 

berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skalanya yang makro. Kualifikasi ini 

penting, lebih-lebih dalam tatanan masyarakat modern yang semakin terkait secara 

sistemik satu unit sosial dengan unit sosial lain. Dalam tatanan masyarakat yang 

demikian, ketimpang sosial yang diderita oleh satu kelompok masyarakat, sering 

kali sebab musababnya terdapat di kelompok masyarakat yang lain. Kemiskinan 

yang terjadi di desa, misalnya, dalam banyak bentuk bukan semata-mata 

disebabkan oleh faktor lain yang terpusat secara struktural di masyarakat kota. 

Oleh sebab itu, tanpa peranan “negara”, idealisme zakat untuk menegakkan 

keadilan akan jauh dari kenyataan.
11

  

Berbeda dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang berpendapat bahwa 

pengelolaan zakat diserahkan kepada lembaga pengelola zakat.
12

 Dalam 

pemikirannya, Didin tidak menekankan pada urgensi pengelolan zakat oleh 

negara, akan tetapi Didin dalam bukunya yang berjudul Zakat dalam 

Perekonomian Modern menerangkan adanya anjuran dalam nass untuk mengelola 

zakat oleh lembaga pengelola. 

                                                           
11

Masdar Farid Mas„udi, Agama Keadilan, hlm. 164-165. 

 
12

Ibid., hlm 126. 
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Didin mengambil dari ketentuan Ima>m Qurt}ubi> dalam kitabnya al-Jami’ Li 

Ahkam Al-Qur’an ketika menafsirkan surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi: 

إّّٔب اٌصّذلبد ٌٍفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب ٚاٌّؤٌّفخ لٍٛثُٙ ٚفٟ اٌشّلبة 

13ٚاٌغبس١ِٓ ٚفٟ عج١ً اٌٍّٗ ٚاثٓ اٌغّج١ً فش٠ضخ ِٓ اٌٍّٗ ٚاٌٍّٗ ػ١ٍُ حى١ُ
 

Maksud ayat tersebut yaitu menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang 

yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, 

menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk 

kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Rasulullah 

saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu 

Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. 

Selain itu, Didin berpendapat bahwasannya pengelolaan zakat oleh 

lembaga zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki 

beberapa keuntungan, antara lain:
14

 

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 

2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan 

langsung untuk menerima zakat dari muzakki. 

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam 

penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 

                                                           
13

At-Taubah (9): 60. 

 
14

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 

2002), hlm. 126. 
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4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan 

pemerintah Islam. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa terdapat dua tokoh yang berbeda dalam 

memberikan argumennya tentang pajak dan zakat. Tokoh yang berpendapat bahwa 

zakat dapat dipersamakan dengan pajak yaitu Masdar Farid Mas„udi. Sedangkan 

tokoh yang menolak zakat dipersamakan dengan pajak yaitu Didin Hafidhuddin. 

Dan masalah kedua yang berbeda dari pemikiran kedua tokoh adalah masalah 

pengelolaan zakat dan pajak. Masdar berpendapat bahwa pengelolaan zakat 

(pajak) haruslah dikelola oleh negara/pemerintah. Sedangkan Didin Hafidhuddin 

berpendapat bahwa zakat atau pajak dikelola oleh lembaga pajak, bukan 

negara/pemerintah. Dengan adanya perbedaan argumen tersebut, maka penyusun 

tertarik untuk membahasnya. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas„udi dan Didin Hafidhuddin mengenai 

pajak dan zakat? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh mengenai  

pajak dan zakat? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari pokok masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemikiran kedua tokoh mengenai pajak dan zakat. 

b. Untuk mengetahui segi persamaan maupun perbedaan dari pemikiran kedua 

tokoh tentang hubungan pajak dan zakat. 

2. Kegunaan Penelitian   

a. Sebagai khasanah kepustakaan bagi para pembaca terutama mengenai pajak 

dan zakat. 

b. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah akademik mengenai masalah 

pajak dan zakat. 

c. Menjadi media untuk pengetahuan mengenai pajak dan zakat menurut 

Masdar Farid Mas„udi dan Didin Hafidhuddin. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang zakat dan pajak telah banyak dilakukan, di antara buku-

buku yang mengkaji pajak dan zakat yaitu buku yang berjudul Ekonomi Islam: 

Teori dan Praktek Muhammad Abdul Manan seorang pakar ekonomi Islam 

melakukan pengakajian teori zakat dalam sisten ekonomi makro, dari sisi tersebut 

memandang bahwa zakat bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat. 
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Sehingga menilai bahwa hakikat zakat bukan terletak pada ketentuan yang terinci 

melainkan pada adanya manfaat bagi tujuan terencana.
15

 

Dalam bukunya yang berjudul Teori Komprehensif Tentang Zakat dan 

Pajak, terjemahan dari bukunya Gazi Inayah yang berjudul al-Iqtish}ad al-Isla>m 

az-Zaka>h wa ad-Daribah (dirasah muqaranah).
16

 Dalam buku ini ditegaskan bahwa 

zakat dan pajak tidak boleh dicampuradukkan, apalagi disejajarkan. Gazi Inayah 

tidak sepakat dengan penyatuan antara pajak dengan zakat. Mengenai pendapat 

bahwa zakat adalah pajak menurut Gazi Inayah ini mirip pemahaman yang rancu, 

maka dalam buku ini mencoba meluruskan makna dari zakat. 

Terkait dengan masalah ini, buku-buku dan penelitian skripsi atas 

pemikiran Masdar Farid Mas„udi dan Didin Hafidhuddin yang secara khusus 

membicarakan pajak dan zakat menurut kedua tokoh tersebut belum pernah di kaji, 

terutama berkenaan dengan perbandingan kedua tokoh tersebut. Sekalipun pernah 

ada skripsi Cecep Mulsadad yang berjudul Relasi Pajak dan Zakat (studi 

komparatif pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas’udi),
17

 dalam 

skripsi ini dijelaskan hubungan zakat dan pajak menurut Yusuf al-Qaradawi dan 

Masdar Farid Mas„udi. Selain itu skripsi karya Ujang Muksin yang berjudul 

                                                           
15

Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, alih bahasa M. Nastangin 

(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 269. 

 
16

Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, penerjemah, Zainuddin 

Adnan&Nailul Falah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003). 

 
17

Cecep Mulsadad, “Relasi pajak dan Zakat (Studi Komparatif pemikiran Yusuf al-Qaradawi 

dan Masdar farid Mas‟udi, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2008). 
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Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 

(3) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat), 
18

 dan 

penelitian lapangan karya Miatul Fitria yang berjudul Sikap Masyarakat Atas 

Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi di Desa Srimulyo Piyungan 

Bantul Yogyakarta.
19

 

Juga ada beberapa skripsi lain yang menyinggung pemikiran kedua tokoh 

ini yakni Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin, di antaranya adalah skripsi karya 

Irfan Al-Khomaini, Zakat Bunga Obligasi (Studi atas Pemikiran Didin 

Hafidhuddin).
20

 Skripsi ini terfokuskan pada pemikiran Didin mengenai 

pengenaan pajak atas bunga obligasi. Pengelolaan Zakat oleh Negara (Studi 

Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan M. Djamal Doa), karya Yusuf 

Trihananta,
21

 dalam skripsi ini Yusuf mendeskripsikan dengan baik pemikiran 

Masdar dan Djamal mengenai pengelolaan zakat oleh Negara, serta skripsi karya 

                                                           
18

Ujang Muksin, “Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas 

Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”, skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). 

 
19

Miatul Fitria, “Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi 

di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). 

 
20

Irfan Al-Khomaini, “Zakat Bunga Obligasi (Studi atas Pemikiran Didin Hafidhuddin)”, 

skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). 

 
21

Yusuf Trihananta, “Pengelolaan Zakat oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar 

Farid Mas’udi dan M. Djamal Doa)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2007). 
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Aulia Fadhli yang berjudul Zakat Profesi.
22

 Skripsi ini tidak memfokuskan pada 

pemikiran tokoh tertentu hanya masalah zakat secara umum. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Berbagai pandangan tentang pajak dan zakat kini berkembang di kalangan 

masyarakat. Ada yang menyamakannya secara mutlak, yaitu sama dalam status 

hukumnya, tata cara pengambilan serta pemanfaatannya. Atau bisa dikatakan 

bahwa pajak adalah zakat dan zakat adalah pajak.
23

 Juga ada yang 

membedakannya secara mutlak, yakni beda dalam pengertian, cara pengambilan 

dan juga penggunaannya.
24

 Ada juga yang melihatnya bahwa pada sisi-sisi tertentu 

pajak dan zakat memiliki kesamaan dan pada sisi lain yang lain terdapat perbedaan 

di antara keduanya. 

Kalau mengacu pada definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ahli 

hukum Islam, maka akan kita dapati bahwa pajak pada hakikatnya adalah 

                                                           
22

Aulia Fadhli, “Zakat Profesi”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2004). 

 
23

Masdar F. Mas‟udi dalam suatu wawancara tentang, masalah ini menjelaskannya demikian: 

Nabi pernah memungut pajak pada umat Islam. Pajaknya umat Islam pada waktu itu namanya zakat. 

Zakat adalah pajak, pajak adalah zakat. Bagi umat non-muslim, zakat atau pajak itu bernama jizyah. 

Jizyah itu kontra prestasi sebagai imbalan negara dan fasilitas publik yang telah dinikmati warga non-

muslim. Apa bedanya zakat atau pajak dengan jizyah? Pajaknya, zakat, umat Islam itu memiliki nilai 

ukhrawi, sedangkan pajaknya non-muslim, jizyah, itu tidak. Di sinilah bedanya. Spirit ukhrawi-nya 

sebagai ibadah: dapat “pahala”, sedangkan spirit sosialnya, baik zakat ataupun jizyah, mewajibkan 

orang muslim dan non-muslim untuk mengontrol negara. Jangan biarkan uang satu rupiah Anda yang 

dititipkan kapada negara disalahgunakan. Mengontrol bagaimana? Mengontrol tas}arruf atau 

pembelanjaannya. Tas}arruf -nya negara di  mana? Di undang-undang pembelanjaan negara. Masdar 

Mas‟udi. Perda Zakat Salah Kaprah. http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini84.html. 

  
24

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam, hlm. 51. 

 

http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini84.html
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kewajiban material seorang terhadap negaranya,
25

 dan dipergunakan untuk 

membiayai kebutuhan pengeluaran-pengeluaran negara.
26

 Sedangkan zakat adalah 

bagian tertentu yang ada pada harta seorang Islam yang wajib dikeluarkan atas 

perintah Allah swt. untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-

Nya.
27

 Pengeluaran tersebut diwajibkan sebagai tanda syukur sekaligus 

penghadapan akan ridha-Nya. 

Di dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Hasan, 

disebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal 

penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum.  

Uraian di atas memberikan kejelasan tentang perbedaan antara pajak dan 

zakat. Oleh karenanya di dalam Islam, tidak mungkin menggantikan kedudukan 

zakat dengan pajak, dan demikian juga sebaliknya, yang mungkin adalah 

memadukannya, antara lain dengan cara memotong jumlah pajak dengan jumlah 

zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang terkait harta yang selain wajib juga 

dikenakan pajak.  

                                                           
25

Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak , cet. ke-1 (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1988), hlm. 51. 

 
26

Mar‟ie Muhammad, pada waktu masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, pernah 

menjelaskan dan membagi fungsi zakat menjadi tiga bagian yakni, 1) pajak merupakan alat atau 

instrumen penerimaan Negara yang dalam hal ini diperuntukkan guna membiayai pengeluaran-

pengeluaran rutin Negara, 2) pajak merupakan alat untuk mendorong investasi, yakni dengan adanya 

insentif  perpajakan sedemikian rupa, 3) pajak merupakan alat redistribusi maksudnya adalah bahwa 

sebagian besar penggunaanya adalah untuk public invesment (pembangunan sarana-sarana/fasilitas-

fasilitas umum). Mar‟ie Muhammad, Pajak Manfaat dan Permasalahannya, dalam B. Wiwoho, zakat 

dan pajak, hlm. 43-44. 

 
27

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak, hlm. 51. 
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Berkaitan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, Rasulullah 

saw. menetapkan bahwa penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga atau 

“amil” yang secara struktural memiliki kewenangan yang memadai untuk 

mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Dengan 

lembaga “amil” yang memiliki kewenangan formal ini, bukan saja pihak yang 

menolak membayar zakat pajak bisa dipaksa menunaikan kewajibannya, 

melainkan dalam hal pen-tas}arruf-an (pembelanjaannya) pun dapat berdampak 

nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil bagi 

semuanya. 

Dengan demikian sampailah pada konfigurasi baru antara nilai-nilai 

normatif yang dimiliki Islam dan proses reaktulisasi ajarannya dihadapan 

perubahan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat.
28

 Tanpa 

melihat realitas sebagai medan acuan hukum, akan sulit menetapkan sebuah 

sebuah hukum yang aplicable. Dalam persoalan zakat-pajak, perlu perpaduan 

antara mengacu teks dan menilik realitas dan konteksnya, dalam hal ini melihat 

sejauh mana perkembangan pajak-zakat. Sebab jika tidak, hukum Islam akan 

kehilangan relevansinya. 

Untuk menerapkan hukum yang aplicable tersebut, perlu menilik 

pertimbangan-pertimbangan strategis melalui teori atau pendekatan-pendekatan, di 

                                                           
28

Abdurrahman Wahid, “nilai-nilai Normatif dan Reaktulisasi Ajaran Islam: Sebuah 

Pengantar” dalam Ensiklopedi Ijma’: Perspektif Ulama dalam Hukum Islam, alih bahasa K.H. A. Sahal 

Mahfudz dan K.H. Mustafa Bisri (Jakarta: Putaka Firdaus dan P3M, 1997), hlm. 5. 

 



16 
 

antaranya; Pertama, dengan pertimbangan (teori) penafsiran dengan segala 

metodenya dalam memahami dan menganalisis konsep zakat-pajak melalui nas 

Al-Qur‟an dan hadis. Kedua, menggunakan pertimbangan kemaslahatan karena 

kemaslahatan merupakan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan 

menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang.
29

 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka 

disusun metode penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan 

jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam rangka 

usaha mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

ada dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk 

jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang mengkaji 

buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik 

data primer maupun data sekunder.  

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan membandingkan hubungan pajak dan zakat, 

                                                           
29

Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 185. 
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selanjutnya data yang diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin, yang 

pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosio historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar 

belakang sosio cultural seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh 

merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Metode sosio historis 

dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu pendapat 

dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang 

mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan di mana dan oleh 

siapa pendapat tersebut muncul.
30

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan obyek penelitiaanya maka teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah penelahan terhadap literatur baik berupa buku, 

artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan 

yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber data 

primer dan sumber data sekunder.  Yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah bukunya Masdar Farid Mas‟udi yang berjudul Agama 

                                                           
30

Atho‟ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: 

Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105. 
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Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam
31

 dan bukunya Didin Hafidhuddin 

yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern.
32

 Adapun data sekunder 

dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yaitu karya tulis para tokoh yang 

mempunyai kaitan dengan pembahasan ini. 

5. Analisis data 

a. Menggunakan metode induktif  yaitu menganalisis dan memaparkan data-data 

yang bersifat khusus, kemudian menderivekasikannya dalam bentuk umum.
33

 

b. Menggunakan metode komparatif  yaitu menganalisis data yang ada dengan 

cara membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian dicari 

letak persamaan dan perbedaannnya sehinggga sampai pada satu 

kesimpulan.
34

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima 

bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut : 

Bab pertama, pendahuluan, sekaligus sebagai pedoman yang akan 

dijadikan acuan dalam penelitian ini, pada bab ini juga dikemukakan beberapa sub 

                                                           
31

Masdar Farid Mas‟udi,  Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, cet. ke-3 

(Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1993). 

 
32

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perkonomian Modern, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2002). 

 
33

Saifudin Azwar, Metode penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40. 

 
34

Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 83. 
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bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua,  tinjauan umum tentang pajak dan zakat, hal ini dilakukan 

karena penelitian ini sendiri mengenai pajak dan zakat sehingga dirasa perlu 

menjelaskan pengertian pajak dan zakat secara umum, serta hal-hal yang berkaitan 

dengan pembahasan pajak dan zakat. Kemudian pada bab selanjutnya, yakni bab 

ketiga, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi obyek kajian. Bab ini terbagi 

dalam dua sub bab di mana kedua tokoh yakni Masdar Farid Mas‟udi dan Didin 

Hafidhuddin dibicarakan secara terpisah, pembahasan ini meliputi latar belakang 

sosial dan intelektual, pandangan keduanya mengenai pajak dan zakat, dan dasar-

dasar pemikirannya. Berpijak dari hal ini, dapat terbaca pola pemikiran kedua 

tokoh tersebut tentang pajak dan zakat.   

Bab keempat, analisis perbandingan pemikiran Masdar Farid Mas‟udi dan 

Didin Hafidhuddin tentang hukum pajak dan zakat. Yang terdiri dari analisis latar 

belakang pemikiran Masdar Farid Mas‟udi dan Didin Hafidhuddin. Sub bab 

berikutnya membahas analisis terhadap obyek kajian pajak dan zakat.  

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan sebagai 

jawaban atas pokok masalah, disertai dengan saran-saran bila memang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PAJAK DAN ZAKAT 

 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak dalam bahasa Arab disebut da>ribah. Kata tersebut berasal dari kata 

 dan kata  merupakan turunan dari kalimat (ditimpakan 

atasnya hutang) atau  (pajak tanah). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kata  adalah sesuatu yang menjadi beban yang harus dibayar.
1
 

D}araba adalah bentuk (fi’il), sedangkan bentuk kata bedanya (ism) 

adalah d}aribah (ضشث١خ(, yang dapat berarti beban. D}ariba adalah isim mufrad 

(kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah ( ضشائت(. Ia disebut 

beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat.  

Yusuf al-Qaradawi dalam fiqh az-Zaka>h mendefinisikan pajak sebagai 

kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 

negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, 

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak 

                                                           
1
Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-4 (Bandung: 

Mizan, 1996), hlm. 1001. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Pemikiran Masdar Faris Mas‟udi dan Didin Hafidhuddin tentang pajak dan 

zakat adalah: 

a. Pemikiran Masdar yang bercorak populis, terbukti dalam setiap 

pemikirannya sarat dengan pembelaan kaum lemah. Dalam tesisnya 

Masdar yang berjudul: “Agama Keadilan: Risalah zakat (pajak) dalam 

Islam”, menyebutkan bahwa zakat adalah pajak dan sebaliknya pajak 

adalah zakat. Dengan kata lain zakat bukanlan konsep kelembagaan 

yang per-exellent di samping lembaga pajak. Menurut Masdar bahwa 

zakat dan pajak merupakan ajaran yang satu, keduanya merupakan 

suatu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari Allah swt. 

untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak 

merupakan upaya institusional tersebut. Sehingga bagi umat beriman 

yang telah membayar pajaknya (dengan niat zakat) kepada negara, 

maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Dan sebaliknya 

seberapapun besarnya sumbangan atau infak seorang muslim kepada 

pihak-pihak tertentu tanpa lewat otoritas negara, maka sumbangan itu 

adalah sedekah biasa dan tidak bisa menggugurkan kewajiban pajak 

(sedekah zakatnya). 
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b. Sedangkan Didin Hafidhuddin terfokuskan pada konsep pemikiran 

pajak dan zakat yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh 

zakat dan pajak di Indonesia, namun demikian Didin juga memberikan 

perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat dan juga 

hubungannya dengan pajak tidak jauh berbeda dengan Masdar, 

pengelolaan zakat sangatlah penting. Didin tidak menekankan 

pengelolaan zakat haruslah dilakukan oleh Negara (pemerintah) 

sebagaimana Masdar, Didin hanya menekankan pengelolaan zakat oleh 

lembaga zakat, dengan menggaris bawahi pengelola zakat tersebut 

haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari 

pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan 

diatur oleh pemerintah menurut Didin adalah lembaga pengumpul 

zakat, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola 

zakat yang profesional.  

Selain itu menurut Didin zakat dan pajak sama-sama 

memiliki unsur paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. 

Tetapi Didin menekankan bahwa pajak berbeda dengan zakat yang 

bernilai ibadah, pajak yang merupakan peraturan dari perundang-

undangan suatu negara/pemerintah tidak mempunyai hubungan 

keterkaitan langsung dengan agama, dalam hal ini Didin 

menyimpulkan bahwasannya jika pajak terbukti digunakan untuk hal-

hal yang melenceng dari ketentuan agama atau jauh dari kemaslahatan 

umum, maka warga negara berhak untuk tidak membayar pajak. 
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Penjelasan Didin ini tidak dilengkapi dengan batasan-batasan 

mengenai hal-hal yang bersifat melenceng dari ketentuan agama, dan 

juga tidak dilengkapi keterangan mengenai kaitannya dengan 

perpajakan di Indonesia. Didin mengambil penjelasan dari Yusuf al-

Qardhawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu fatwa, di 

samping berlandaskan pada nass-nass Al-Qur‟an dan hadis nabi saw, 

juga bisa didasarkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum 

syara’ yang dalam ha ini kaidah al-mas}alih al-mursala>h (kemaslahatan 

bersama). 

2. Persamaan dan perbedaan pemikiran Masdar Farid Mas‟udi dan Didin 

Hafidhuddin tentang masalah pajak dan zakat adalah: 

a. Persamaan 

Pada permasalahan zakat dan pajak Masdar dan Didin sama-

sama mewajibkan pembayaran zakat dan pajak bagi semua warga 

negara. Dan keduanya juga sependapat bahwa pembayaran zakat dan 

pajak digunakan untuk kesejahteraan sosial dan keadilan dalam 

masyarakat. 

b. Perbedaan 

Menurut Masdar bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran yang 

satu, keduduanya merupakan suatu kewajiban. Jika zakat merupakan 

aspek spiritual dari Allah swt. untuk menafkahkan harta secara baik dan 

benar, maka pajak merupakan upaya institusional tersebut. Sehingga 

bagi umat beriman yang telah membayar pajaknya (dengan niat zakat) 
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kepada negara, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Dan 

sebaliknya seberapapun besarnya sumbangan atau infak seorang 

muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa lewat otoritas negara, maka 

sumbangan itu adalah sedekah biasa dan tidak bisa menggugurkan 

kewajiban pajak (sedekah zakatnya). 

Sedangkan Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat berbeda 

dengan pajak dan kedua-duanya harus dibayarkan kepada badan amil 

zakat/pemerintah. Pembayaran pajak tidak bisa menghapuskan 

kewajiban membayar pajak. Sebagai umat Islam wajib menunaikan 

pembayaran zakat yang telah ditentukan kadarnya sedangkan sebagai 

warga negara diwajibkan juga membayar pajak kepada pemerintah 

demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. 

Pengelolaan zakat (pajak) ditekankan pada negara/pemerintah 

dengan kewenangan formalnya mengena pada semua pihak dan untuk 

hampir semua aspek kehidupan bersama. Sehingga akan bisa adil untuk 

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika lembaga swasta yang 

mengelola zakat maka tidak akan bersifat adil terhadap masyarakat 

karena berwatak eksklusi dan sektarian. Demikian pendapat yang 

disampaikan Masdar Farid Mas‟udi.  

Berbeda dengan Didin Hafidhuddin bahwasannya pengelolaan 

zakat oleh lembaga zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum 

formal yang dalam hal ini yang ditunjuk adalah Lembaga Pengelola 

Zakat. Selain itu, menurut Didin zakat dan pajak sama-sama memiliki 
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unsur paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. Tetapi Didin 

menekankan bahwa pajak berbeda dengan zakat yang bernilai ibadah, 

pajak yang merupakan peraturan dari perundang-undangan suatu 

negara/pemerintah tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung 

dnegan agama, dalam hal ini Didin menyimpulkan bahwasannya jika 

pajak tebukti digunakan untuk hal-hal yang bersifat melenceng dari 

ketentuan agama atau jauh dari kemaslahatan umum, maka warga 

negara berhak untuk tidak membayar pajak. Penjelasan Didin ini tidak 

dilengkapi dengan batasan-batasan mengenai hal-hal yang bersifat 

melenceng dari ketentuan agama, dan juga tidak dilengkapi keterangan 

mengenai kaitannya perpajakan di Indonesia. Didin mengambil 

penjelasan dari Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa dalam 

menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa disamping 

berlandaskan pada nass-nass Al-Qur‟an dan hadis nabi saw., juga bisa 

didasarrkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syara’ yang 

dalam hal ini al-mas}alih al-mursalah (kemaslahatan bersama). 

 

B. Saran 

Pemerintah hendaknya mengupayakan serta membuat undang-undang 

perpajakan baru yang sesuai dengan dinamika yang terjadi dan berkembang di 

masyarakat, dengan menggali sumber-sumber hukum Islam dan 

menjadikannya tolak ukur. Mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. 
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